LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 27

ﬁw

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka perlu menyusun peraturan mengenai surat iZin
perdagangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian
izin dibidang usaha dan berdasarkan pelimpanan
wewenang yang telah ditetapkan. maka perlu menetapkan
pemberian Surat izin Usaha Perdagangan:

c.bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang
periu untuk menetapkan Peraturan Daeran tentang
Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tanun 185C tentang Pem-
pentukan Daerah-daeran Kabupaten aaiam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara.Republik indonesia Tahun
41982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);
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10.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3587);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Usaha-
usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebac=mana diuba~ aongs
Undarg-undang Nomor 34 Tanun 2000 1eniang Perubanan
Atas Unaanc undcang Nor“” 18 Tahun 1357 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daeran (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1987 tentang
Perdagangan Berjangka (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1997 Nomor S3. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3720);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1882 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1298 Nomor 6C. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838 )

Unsang-undang Nomor 25 Tahun 1896  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1929
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 113. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
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Rancangan Peraturan Pemerintah. dan Rancongan
Keputusan Presiden;

11 Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Kcnorasi
dan Menteri Keuangan Nomor 279/KP/VII/1S80 dan ".cmo
395/KMK.04/A/1980 tentang Pencantuman Nomor ~Ckok
Waijib Pajak pada Surat lzin Usaha Perdagangan.

12  Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 174 Tahun 1957
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daeran,

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14 Kepuiusan Menteri Dalam Negen dan Oronomi Dazrah
Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota:

15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
289/MPP/Kep/10/2001  tentang  Ketentuan  Standar
Pemberian Surat |zin Usaha Perdagangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Neger
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RETRIBUS! SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB |

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.
C.
d

o

m.

Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;

Bupati adalah Bupati Rembang;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah
surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;

SIUP Kecil adalah® SIUP yang diberikan kepada orang atau badan yang
mempunyai usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

SIUP Menengah adalah SIUP yang diberikan kepada orang atau badan
yang mempunyai usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000.00 ( dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usahg;

SIUP Besar adalah SIUP yang diberikan kepada orang atau badan yang
mempunyai usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah):
Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan mengalinkan hak atas barang dan
jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan. bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujan
memperoleh keuntungan atau laba:

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh
petugas Retribus: dengan carea menyampaikan Surat Tagihan Retribusi
Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar:

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalan surat yang digunakan Waiib Retribusi unutk melaporkan perhitungan
dan pembayaran Retribus! yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya Retribusi yang terutang;
SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah Retribusi

terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang
berwenang;
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p. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan,

q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan
Retribusi;

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan taginan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD
adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi
setiap Wajib Retribusi.

BAB I
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Surat izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk
kegiatan usaha perdagangan.
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kegiatan usaha
perdagangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat |zin
Usaha Perdagangan sebagaimana tersebut Pasal 3.

BAB 11l
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Golongan retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasai 6

Tingks' penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diperoleh.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

A

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tanp Retribusi
didz=sarkan atas tujuan pengendalian dan pengawasan serla untuk menutup
senazan biaya penyelenggaraan pemberian Surat izin Usaha Perdagangan

(2)

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8
Struktur dan besamya tarip Refribusi Surat Izin Usaha

Perdagangan sebagai-mana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai
berikut :

g, SIUP Keeili. oo one e mnmienons e sane P 29.000:00
b. SIUP Menengah........ovvinivmmaunsnns:  RP, 50.000,00
C. ‘SIUP Bosar .. .. onamsmaamnnsanassnannassss Rp. 190.000.00

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SiUP adalah :

a. Cabang/Perwakian Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan
usaha perdagangan mempergunaken SIUP Perusahaan pusat;

b Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai
berikut '
1) tidak perbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
2) diurus. dijalankan atau dikeloia sendiri oleh pemiliknya atau

dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat

c. Pedagang keiiling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau

pedagang kaki lima.



(3)

Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (2) ¢= z! diberikan
SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daeran.

BAB Vil
MASA RETRIBUS!I DAN SAAT RETRIBUSI TERLU 1 2747

Pasal 10

Masa Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah S (lima) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

{(3)

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 12

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan penda‘tarm
dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang bercomisi:
wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Dae:

memiliki obyek Retribus: di valayah Daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengar mempers:

ago
at

dokumen yang diperiukan berupa formuiir pendaftaran dan pend

;‘ !‘
disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkut--
Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disamp=' 2n repsca
Wajib Retribusi diisi dengan jeias, lengkap dan !::nar, kemudian

dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bah=" pangisian Daftar
induk Wajib Retribusi berdasar nomor urut.
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(1

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya
dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai wakiu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
jambatnya 1 x 24 jam.
Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah
ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari
Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14, diberikan
tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti
penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati. .

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
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(1)

@)

3)

(1)

(5)

Pasal 16

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana
dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku Jenis Retribusi masing-masing -

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-
masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.

BAB XlI
KADALUWARSA
Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi
kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhitungnya
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagimana dimaksud ayat (1),
tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang
Retribusi dari Waijib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).

Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan

Keputusan Bupati
BAB XIlI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang.
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(<. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau
ir.stansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV
ETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19
Watiit Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

.

Pasal 20

{1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dzerah diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah

S

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak

pidana Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daeran;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan Dukii
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeran;

g menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada
huruf e;

n.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daeran;

O

o
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperii=z scbagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan:
k. melakukan tindakan lain yang perlu uniuk kelancarz.: penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hut. '/ yang dapat

dipertanggung;awabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1). memberitahukanr dinulainyz
penyidikan dan menyampaikan hasi! penyidikannya Kepacda Penuniut
Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Inconecia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ne-iw 2 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintetio

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daizin Lemiaran
Daerah Kabupaten Rembang

DitetapkandiRemp & n o
pada tanggal 15 Jui “L02
BUPATI REMEBANG

HENDARSGHCO
DiundangkandiRembang
pada tanggal 20 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 891
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 17



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

| . UMUM

L

PENJELASAN

ATAS

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang Refribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah

Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

220



Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1) ’
Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rambang,
untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran
dan pendataan. '
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Wajib Retribusi tidak bolen membayar utang Retribusinya dengan cara
mengangsur.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan v~
memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak
dapat ditagih lagi.
Ayat (2) '
Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi
dari  Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5}
Cukup jelas



Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib
Retribusi unfuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 20
Ayat (1)
Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang
diangkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 27
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